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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Karena adanya surat edaran Kepala Daerah DIY Nomor 

K.898/I/A/1975, yang dimana surat edaran ini di dasari atas pertimbangan 

bahwa warga negara Indonesia berketurunan Tionghoa dianggap memiliki 

perekonomian yang lebih kuat dibanding warga negara Indonesia asli 

(pribumi). Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak diperbolehkan 

memiliki hak milik atas tanah karena dianggap berpotensi mendominasi 

kepemilikan tanah. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengeluarkan surat 

edaran sebagai upaya untuk meminimalisasi terjadinya monopoli tanah dan 

memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat pribumi.  

Larangan ini menimbulkan berbagai penyimpangan hukum, seperti 

penggunaan pinjam nama dengan WNI pribumi dalam jual beli tanah, 

pembuatan perjanjian di bawah tangan, hingga adanya surat kekancingan 

dalem dari Keraton bagi pihak tertentu, dan penyuapan kepada instansi 

pemerintahan. Praktik-praktik tersebut justru memperlemah kepastian 

hukum dan membuka peluang terjadinya sengketa pertanahan. 
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B. Saran  

Penulis berpendapat bahwa sudah sepantasnya Sultan di DIY 

sendiri yang mencabut kebijakan Instruksi 1975 serta melakukan 

harmonisasi dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di 

Indonesia terlebih ketentuan mengenai pertanahan. Selain itu, solusi lain 

yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan judicial review kepada 

Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf d UU Keistimewaan 

DIY yang memberi kewenangan kepada Pemerintah DIY untuk mengatur 

tentang pertanahannya sendiri. 
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